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ABSTRAK 
 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Mmanusia Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mengetahui 

efektifitas predikat wilayah bebas korupsi terhadap pelayananpublik serta faktor 

pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementeria 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif (Interactic 

Model of Analysis).Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa efektivitas predikat 

wilayah bebas korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nusa Tenggara Barat berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil 

Komponen Hasil yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat sesuai dengan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara 

Barat mencapai nilai sangat baik dengan skor 19,40 dari 20 target yang telah 

ditetapkan, serta terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dilihat dari 

hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapain nilai sangat baik dengan 

skor 14,50 dari 15 target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun faktor 

pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yaitu dari 

pelaksanaan 6 area perubahan, inovasi BILADU (Mobil Layanan Terpadu), serta 

peran Kepemimpinan Kepala Kanwil yang selalu menjadi role model bagi 

pegawai. Selanjutnya untuk faktor penghambat dalam peningkatan kualitas 

pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nusa Tenggara Barat adalah terbatasanya anggaran dari pemerintah dan adanya 

pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Oleh  karena itulah, Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat 

membuat inovas-inovasi baru agar pelayanan publik kepada masyarakat dapat 

berjalan dengan efektif. 

Kata Kunci: Wilayah Bebas Korupsi, Efektivitas, Pelayanan Publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Korupsi yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintah disebut 

menjadi kejahatan yang luar biasa. Kerugian pada perekonomian negara 

merupakan akibat dari adanya kejahatan korupsi yang seringkali terjadi dalam 

instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Menurut Klitgaard (2001), 

korupsi ialah ajakan seorang pejabat politik menggunakan pertimbangan yang 

tidak semestinya (contohnya suap) dalam melakukan pelanggaran tugas. 

Tindakan kasus korupsi, suap, serta maladminstrasi merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh para pemangku kebijakan, yang dimana hal ini dapat 

menyebabkan pelayanan publik terhadap masyarakat tidak berkualitas. 

 Pelayanan publik yang baik dapat menghasilkan kualitas dalam 

pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas pelayanan yang rendah dapat 

berdampak buruk terhadap keberhasilan pelayanan publik. Di Indonesia 

sendiri selalu berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya 

terhadap masyarakat, di Indonesia kasus korupsi oleh para pemangku 

birokrasi selalu terjadi setiap tahunnya. Dilihat pada data Indonesia 

Corruption Watch (ICW) Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 di Tahun 

2021, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 209 

kasus, jumlah tersebut naik dibandingkan dengan tahun 2020 pada semester 

yang sama dengan sebesar 169 kasus. Di semester 1 Tahun 2019 terdapat 

sebanyak 122 kasus, selanjutnya pada semester 1 Tahun 2018 sebanyak 139 
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kasus. Sedangkan pada semester 1 Tahun 2017 tertinggi sebanyak 266 kasus. 

Berikut ini data penindakan kasus korupsi di Indonesia selama Semester 1 tahun 

2021: 

Gambar : 1 Angka Penindakan Korupsi 

 
Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) 

 

Banyaknya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, hal ini 

mendorong pemerintah untuk lebih giat lagi memberlakukan regulasi baru 

dengan birokrasi yang salah. Salah satunya adalah pengenalan Grand Design 

Reformasi Birokrasi Nasional melalui Prepres No. 81 Tahun 2010, yang 

dapat difokuskan dan dipertahankan pada upaya reformasi birokrasi. 

Untuk menyatakan pencapaian target hasil tersebut, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Bebas 

Korupsi Wilayah dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi 

Pemerintah. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri PAN 

dan RB Nomor 52 Tahun 2014.  

Salah satu instansi yang sudah menerapkan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBBM) adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia Nusa Tenggara Barat. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nusa Tenggara Barat telah menerapkan Zona Integritas sejak tahun 

2014 dengan tujuan dari pencanangan tersebut yaitu agar prediksi korupsi, 

kolusi dan nepotisme tidak melekat pada Kementerian Hukum dan HAM 

Nusa Tenggara Barat.  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat 

mengalami kasus penerimaan aliran suap pada tahun 2019. Setelah berjalan 5 

(lima) tahun dari penerapan zona integritas tersebut, beberapa pejabat dari 

intansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat 

dilaporkan menerima aliran suap terhadap penyalahgunaan izin tinggal Warga 

Negara Asing (WNA). Aliran suap tersebut masuk ke kantong beberapa 

pejabat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut merupakan 

tindakan yang sangat tidak terpuji, serta tindakan yang menyimpang dari 

slogan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri yaitu 

“Melayani dengan hati, No pungli, No gratifikasi, No diskriminasi”. 

Gambar : 2 Kasus Suap 

 
Sumber: news.detik.com, diakses 12 Oktober 2021 

 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan 

kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya 
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Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kerja. Pada 

tanggal 21 Desember 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Nusa Tenggara Barat meraih predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB 

Republik Indonesia. Dengan adanya penghargaan yang diterima oleh Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum HAM Nusa Tenggara Barat, diharapkan dapat 

menjadi motivasi atau acuan dari instansi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik terhadap masyarakat.  

Gambar : 3 Predikat Wilayah Bebas Korupsi 

 
Sumber: Instagram Kemenkuham NTB 

 

Sejak mendapat penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada 

tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara 

Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya karena sebagai 

bentuk citra instansi yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. Hal 

ini pula dapat dijadikan area percontohan bagi satuan kerja-satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam 

penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam mewujudkan 

lingkungan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik terhadap masyarakat. 
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Pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat merupakan 

acuan bagi suatu negara dapat dikatakan baik termasuk di Indonesia sendiri. 

Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model 

Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan yang 

berkualitas. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Thoha (1992), bahwa 

baik buruknya administrasi publik atau pemerintahan dapat dilihat dari 

seberapa jauh pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

masyarakat. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, 

dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara. . 

pelayanan publik. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima terhadap 

masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk terus dilakukan dan 

diperbaharui. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara 

Barat merupakan salah satu instansi yang melakukan pelayanan administrasi 

publik. Apalagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nusa Tenggara Barat telah meraih predikat Wilayah Bebas dari 

Korupsi pada tahun 2020 lalu. Namun dalam memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat, masih terdapat beberapa pelayanan di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang belum maksimal.  
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Dari pengamatan peneliti setelah melakukan program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nusa Tenggara Barat, masih terdapat pejabat pemerinntah pemberi layanan 

yang memiliki sikap kurang ramah, pelayanan tidak tepat waktu, serta adanya 

diskriminasi dalam pelayanan seperti memberi pelayanan pada orang-orang 

tertentu lebih baik, dan pegawai yang seringkali terdapat tidak berada pada 

meja layanan. 

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait dengan efektivitas zona integritas tersebut 

khususnya efektivitas predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Maka 

peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis tentang 

Efektivitas Predikat Wilayah Bebas Korupsi terhadap Peningkatan Pelayanan 

Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(HAM) Nusa Tenggara Barat”. 

1.2. Idetifikasi Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggra Barat telah 

menerapkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sejak 

tahun 2014.  

2. Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara 

Barat menerima aliran uang suap tahun 2019. 
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3. Pada 21 Desember 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Nusa Tenggara Barat meraih predikat WBK. 

4. Pelayanan publik yang kurang maksimal seperti, pelayanan yang kurang 

ramah, pelayanan yang tidak tepat waktu, dan tindak diskriminasi. 

1.3. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu, peneliti hanya 

melakukan penelitian di dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Peneliti hanya berfokus membahas 

terkait Efektivitas Predikat Wilayah Bebas Korupsi terhadap Pelayanan 

Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara 

Barat. 

1.4. Rumusan Masalah 

Merujuk dari latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan 

masalah dalam peneltian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas predikat Wilayah Bebas Korupsi terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan kualitas 

pelayanan publik terhadap masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Nusa Tenggara Bara? 
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1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas predikat Wilayah Bebas Korupsi 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat di Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dalam mengembangkan konsep dan teori tentang 

administrasi publik khususnya terkait efektivitas predikat wilayah 

bebas korupsi terhadap pelayanan publik. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi 

instansi sebagai bahan pertimbangan dalam efektivitas predikat 

wilayah korupsi guna dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Serta dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas predikat 

wilayah bebas korupsi terhadap peningkatan kualitas pelayanan 

publik.  
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3. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

meraih gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu, adapun 

penelitian terdahulu sebagai berikut:  

1. Penelitian oleh Yopik, tahun 2019 yang berjudul “Implementasi 

Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri”. Masalah 

yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kinerja kepolisian dalam 

bidang pelayanan publik belum memuaskan masyarakat seperti yang 

diharapkan ketika membangun zona integritas. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari 

penelitian ini adalah implementasi zona integritas dalam pelayanan publik 

polri sudah berjalan, namun belum terlaksana secara sistematis mengikuti 

buku panduan implementasi ZI. Rekomendasi yang diberikan dalam 

penelitian ini adalah diharapkan pada Biro Reformasi Polri segera 

mendistribusikan dssan mensosialisasikan secara merata tentang buku 

panduan Implementasi ZI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terdapat pada teknik 

pengumpulan data yang dimana dalam penelitian tersebut hanya 

menggunakan dokumentasi dan observasi, sedangkan dalam penelitian 
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saya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan 

adalah sama-sama menggunakan teknik kualitatif. 

2. Penelitian oleh Dora, tahun 2019 yang berjudul “Efektivitas Penilaian 

Mandiri Evaluasi Menuju Wilayah Bebas Korupi/Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani di Kementerian Kesehatan dalam Rangka Pelaksanaan 

Kebijakan Reformasi Birokrasi”. Masalah yang ditemukan dalam 

penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil penilaian anatara Tim Penilai 

Internal dan Tim Penilai Nasional. Jenis peneltian ini yaitu kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan dokumentas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari 

peneitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi 

menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehingga 

memerlukan evaluasi serta perbaikan lebih lanjut. Rekomendasi dalam 

penelitian ini adalah perlu dilakukannya pembangunan dan penguatan 

kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dilingkungan 

satuan kerja Kementerian Kesehatan, serta perlu adanya evaluasi dan 

mentoring secara kesinambungan. 

Perbedaan penelittian ini dengan penelitian saya lakukan yaitu terdapat 

pada teknik pengumpulan data yang dimana dalam penelitian tersebut 

hanya menggunakan dokumentasi dan wawancara, sedangkan dalam 

penelitian saya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, 
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dokumentasi dan observasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

saya adalah sama-sama menggunakan jenis kualitatif. 

3. Selanjutnya penelitian oleh Julia, dkk tahun 2019 Dengan judul 

“Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di BBWS Pemali Juana 

Semarang”. Masalah yang ditemukan peneliti adalah ditemukannya 

permasalahan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM di BBWS Pemali Juana yang belum sesuai dengan 

yang telah ditetapkan, sehingga instansi belum dapat menyandang predikat 

WBK. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 

dokumentasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah 

kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari 

penelitian ini adalah Implementasi pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM di BBWS Pemali Juana belum sepenuhnya dapat berjalan 

optimal, karena hasil indikator belum sesuai dengan yang telah tercantum 

dalam Permen PAN-RB No.54 Tahun 2014. Rekomendasi faktor 

penghambat yaitu belum maksimalnya pemahaman pegawai dalam 

memberikan pelayanan. Rekomendasi dari peneliti adalah agar instansi 

dapat memperkuat analisis kebutuhan diklat mengenai pendidikan dan 

pelatihan yang diikuti pegawai, serta rutin mengadakan sosialisasi kepada 

pegawai petingnya capaian kinerja. 



13 

 

 

Perbedaan penelittian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu 

terdapat pada pendekatan penelitian dimana dalam penelitian tersebut 

mengunakan pendekatan deskriptif, sedangkan dalam penelitian saya 

menggunakan pendekatan studi kasus. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya adalah sama-sama menggunakan teknik kualitatif dan 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Predikat Wilayah Bebas Korupsi 

Peraturan Menteri Nomor 10 (WBBM) tentang Penguatan Organisasi 

Nasional dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengembangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Ini adalah peringkat yang diberikan 

kepada Satker oleh Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang memenuhi 

sebagian besar program manajemen perubahan, kontrak manajemen, kontrak 

sistem talenta, peningkatan pemantauan, peningkatan akuntabilitas kinerja, 

dan peningkatan kualitas layanan publik. Menerangkan bahwa.   

Dalam penetapan zona integritas, diusulkan pimpinan instansi sebagai 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBBM), dengan memperhatikan beberapa syarat tertentu, antara lain:  

a. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan 

pelayanan publik;  

b. Mengelola sumber daya yang cukup besar 
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c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup 

tinggi di unit tersebut. 

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas 

dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan 

identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat 

manuju WBK//WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan 

identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan 

instasi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self 

asessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI 

melaporkan kepada Pimpinan instasi tentang unit yang akan diusulkan ke 

Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila 

unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan. 

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah 

menentukan komponan-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis 

komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen 

pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini merupakan gambar yang 

menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator 

pembangunan komponen. 
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Gambar : 4 Komponen-Komponen 

 
Sumber: PERMENPAN-RB 10/2019/(WBK/WBBM) 

 

Pada model di atas dapat diuraikan bahwa program Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen 

pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

1. Komponen Pengungkit 

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi 

faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen 

pengungkit yaitu: 

a. Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara 

sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), 

serta budaya kerja (cultur set) individu pada unit kerja yang 
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dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan sasaran 

pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui 

program ini adalah:  

 Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai 

unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM;  

 Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit 

kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; dan  

 Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan. 

 

b. Penataan Tatalaksana 

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efetivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, 

efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing 

program adalah:  

 Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM;  

 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen 

pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 

 Meningkatknya kinerja di Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM. 

 

c. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona 
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Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai 

melalui program ini adalah:  

 Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur 

pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;  

 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM 

aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM;  

 Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM;  

 Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM;  

 Meningkatnya profesional SDM aparatur pada Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM. 

 

d. Penguatan Akuntabilitas 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam mencapai misi dan tujuan organisasi program ini 

bertujuan untuk meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui 

program ini adalah:  

 Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;  

 Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. 

 

e. Penguatan Pengawasan 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 



18 

 

 

pada masing-masing instansi pemrintah. Target yang ingin 

dicapai melalui program ini adalah:  

 Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara 

oleh masing-masing instansi pemerintah;  

 Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada 

masing-masing instansi pemerintah;  

 Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan 

negara pada masing-masing instansi pemerintahan;  

 Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-

masing instansi pemerintah. 

 

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada 

masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, pelayanan 

publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan 

keluhan masyarakat sebagai sarana utama untuk melakukan 

perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui 

program ini adalah: 

 Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih 

murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi 

pemerintah;  

 Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh 

standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;  

 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi 

pemerintah. 
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2. Komponen Hasil 

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, fokus 

pelaksanaan informasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama 

yaitu: 

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas 

KKN diukur dengan menggunakan ukuran:  

 Nilai Persepsi korupsi (survei eksternal); dan  

 Presentase penyelesaian TLHP. 

b. Terwujdnya Peningkatan Pelayanan Publik kepada Masyarakat 

Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas 

pelayanan (survei eksternal). 

2.2.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Efektivitas  

Menurut Kurniawan (2005), menjelaskan efektivitas adalah 

kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi organisasi (kegiatan atau 

misi program operasional), dll, dan tidak ada tekanan atau ketegangan 

antara pelaksanaannya. Sebaliknya, menurut Pasolong (2010), 

efektivitas berasal dari istilah “efek” dan digunakan dalam istilah ini 

dalam hubungan sebab akibat. 

Selanjutnya menurut Emerson (dalam Handayaningrat, 1996), 

mengatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila 
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telah dicapai, barulah dapat dikatakan sebagai efektif. Hal tersebut 

dipertegas kembali oleh Hasibuan (dalam Handayaningrat, 1996), 

bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan 

emplisit. Senada dengan yang dikemukakan oleh Miller (dalam 

Handayaningrat, 1996), “Effectiveness be define as the degree to 

wihich a social system achive is goals. Effectiveness must be 

distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with 

goal attainments”, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai 

tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. 

Dari beberapa definisi efektivitas yang dikemukakan oleh para 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur 

untuk dapat mengetahui suatu tujuan atau sasaran dapat tercapai 

sesuai dengan yang telah ditentukan. Apabilan suatu tujuam atau 

sasaran tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan maka hal 

tersebut tidak dapat dikatakan efektif. 

Campbell (1989) mengatakan bahwa secara komprehensif, 

efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga 

dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya. Efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan 

kemampuan operasional dalam melaksanakan program yang sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan sebagai 

tolak ukur dalam membandingkan antara rencana dan proses yang 

dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk dapat 



21 

 

 

mengetahui dan menentukan keefektifan dan tidaknya suatu program 

maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas. Menurut Campbell, 

(1989) terdapat 5 (lima) indikator dalam penilaian efektivitas secara 

umum adalah sebagai berikut: 

a. Keberhasilan program 

Efektivitas program dapat dicapai dengan keterampilan operasional 

untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan yang 

diberikan. Keberhasilan program dapat diukur dari proses dan 

mekanisme kegiatan di lapangan. 

b. Keberhasilan sasaran 

Keberhasilan dilihat dari pencapaian tujuan dengan berfokus pada 

hasil. Dengan kata lain, efektivitas dapat dijelaskan dengan 

seberapa baik hasil kebijakan dan prosedur organisasi Anda 

memenuhi tujuan tertentu. 

c. Kepuasan terhadap program 

Kepuasan merupakan ukuran efektivitas yang terkait dengan 

keberhasilan suatu program yang memenuhi kebutuhan 

penggunanya. Kepuasan pengguna atas kualitas produk atau jasa 

yang dihasilkan. Semakin tinggi kepuasan pengguna, semakin 

tinggi kualitas produk dan layanan yang ditawarkan, yang dapat 

menguntungkan institusi.  
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d. Tingkat input dan output 

Tingkat input dan output dari efektivitas dapat dilihat dari 

perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Jika 

input lebih besar dari output, maka dapat dikatakan tidak efektif, 

sebaliknya jika output lebih besar dari input, maka dapat dikatakan 

efektif. 

e. Pencapaian tujuan menyeluruh 

Sejauh mana organisasi melakukan tugas-tugasnya untuk mencapai 

tujuannya. Dalam hal ini, ini adalah penilaian keseluruhan dengan 

menggunakan kriteria individu sebanyak mungkin, yang mengarah 

pada penilaian efektivitas organisasi. 

1) Pendekatan Efektivitas 

Strawaji, 2009 mengungkapkan bahwa pendekatan efektivitas 

digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan aktivitas tersebut 

efektif. Berikut ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan 

terhadap efektivitas yaitu: 

a. Pendekatan sumber (source approach), Pendekatan ini mengukur 

efektivitas berbagai sumber yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan 

dan keberhasilan institusi dalam memelihara sistem untuk 

memastikan operasi yang efektif. Pendekatan ini didasarkan pada 

teori keterbukaan sistem lembaga terhadap lingkungan.  

b. Pendekatan sasaran (goals approach), pendekatan ini digunakan 

untuk mengukur seberapa sukses suatu lembaga dalam mencapai 
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tujuannya. Pendekatan tujuan menggunakan ukuran efektivitas. Ini 

dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi Anda dan 

mengukur tingkat keberhasilan organisasi Anda dalam mencapai 

tujuan tersebut. Selain itu, faktor waktu pelaksanaan selalu 

dimasukkan dalam pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, 

efektivitas selalu mencakup waktu pelaksanaan. Jika program 

tersebut efektif, maka tujuan dapat tercapai tepat waktu.  

c. Pendekatan proses (proses approach), yakni pendekatan ini, 

digunakan untuk efisiensi pembakaran internal. Lembaga yang 

efisien dapat menjalankan proses internal dengan lancar dan 

menyesuaikan aktivitas bagian-bagian yang ada. Pendekatan ini 

tidak memperhatikan lingkungan, tetapi pada kegiatan yang 

dilakukan dengan menggunakan sumber daya lembaga yang 

mewakili tingkat efisiensi lembaga. 

Dari penjelasan pendekatan-pendekatan efektivitas di atas, dapat kita 

pahami bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang dapat 

memberikan gambaran keberhasilan dari suatu lembaga atau instansi 

dalam mencapai berbagai sasarannya.  

2) Kriteria Keberhasilan Efektivitas 

Adapun yang dikemukakan oleh Siagian, (2004) terdapat beberapa 

kriteria mengenai pencapaian tujuan secara efektif dan eisien sebagai 

berikut: 
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a. Tujuan yang hendak dicapai, maksudnya yaitu agar dalam 

pelaksanaan tugas mencapai sasaran dengan terarah dan tujuan 

organisasi dapat tercapai. 

b. Strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 

merupakan jalan yang akan diikuti oleh organisasi dalam mancapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar lebih terarah sehingga dapat 

mencapai tujuan dari organisasai. 

c. Proses analsis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, 

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai serta strategi yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

d. Penyusunan program yang tepat, dalam mencapai suatu tujuan 

perlu adanya perencanaan yang baik dan tepat untuk menjadi 

pedoman dalam bertindak dan bekerja. 

e. Tersedianya sarana dan prasarana, merupakan salah satu indikator 

dari efektivitas organisasi yaitu harus mampu bekerja secara 

produktif. 

f. Pelaksanaan efektif dan efisien, dalam menjalankan suatu program 

perlunya dilaksanakan secara efektif dan efisien, jika tidak maka 

suatu organisasi tidak dapat mencapai tujuannya. 

g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, oleh 

karena itu organisasi dituntut untuk dapat melakukansistem 

pengawasan dan pengendalian terhadap para pekerjanya. 

Berdasarkan kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

mencapai suatu tujuan secara efektif atau tidaknya bukan hanya 
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berlandasan pada satu kriteria saja, melainkan terhadap tujuh kriteria 

yang terdiri dari, tujuan yang hendak dicapai, startegi pencapaian 

tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, 

penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, 

pelaksanaan efektif dan efisien serta adanya sistem pengawasan dan 

pengendalian yang bersifat mendidik. 

2.2.3. Kualitas Pelayanan Publik 

Kotler dan Sampara Lukman yang dikutip Sinambela 

mengungkapkan pelayanan merupakan setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan 

menawarkan kepuasan meskipun tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik. Lebih lanjut, Sampara menyatakan bahwa pelayanan 

menrupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan 

menyediakan kepuasan pelanggan. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

adalah pemberian layanan keperluan atau msyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan prosedur tetap. 

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa, baik oleh pemerintah, 

pihak swasta atas nama pemerintah, atau dari pihak swasta kepada 

masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 
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Pelayanan Publik dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam 

KEPMENPAN No 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Widodo (2001), pelayanan publik (public service), 

oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur 

pemerintah Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi 

negara. Pelayanan publik (publik service) oleh birokrasi publik 

dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara)dari 

suatu negara kesejahteraan (walfer state). Pelayanan umum oleh 

Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai sagala bentuk 

kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk baeang 

dan//atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
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masyarakatnya maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan publik merupakan suatu produk dari birokrasi 

publik yang selalu diterima oleh warga masyarakat sebagai unsur 

pengguna pelayanan maupub oleh masyarakat secara luas. Karena itu 

pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu seranggkaian 

aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk 

memenuhi segala bentuk kebutuhan dari warga pengguna (Subarsono 

dalam Dwiyanto, 2008).  

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator untuk penilaian 

kualitas administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Baik buruknya administrasi publik atau pemerintahan dapat 

dilihat dari seberapa jauh pelayanan publiknya sesuai dengan tuntutan, 

kebutuhan dan harapan masyarakat (Thoha, 1997). 

Menurut Sinambela (2010:6), mengungkapkan terdapat 

beberapa tujuan pelayanan publik yang pada dasarnya adalah utntuk 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut dituntut 

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 

1. Transparansi, adalah pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara  

memadai serta mudah dimengerti; 

2. Akuntabilitas, adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Kondisional, adalah pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 
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4. Partisipatif, adalah pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dari aspek apapun khususnya, suku, ras, agama, golongan, status 

sosial, dan lain-lain. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, merupakan pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

 

Selain dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui 

pelayanan yang prima, pelayanan yang berkualitas dapat dilakukan 

dengan konsep “layanan sepenuh hati”. Seperti yang diungkapkan 

oleh Patricia Patton, bahwa layanan sepenuh hati merupakan 

pelayanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, 

watak, keyakinan, nilai, sudut pandang dan perasaan. Oleh karenan 

itulah, para aparatur layanan dituntut untuk selalu melayani dengan 

sepenuh hati dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

Karena kepuasan masyarakat merupakan barometer dalam mengukur 

keberhasilan dalam suatu pelayanan. 

Lebih lanjut, Zelthml dan Bitner (1996) seperti dikutip oleh 

Parasurahman, mengungkapkan dalam menilai kualitas jasa maka ada 

lima dimensi yang perlu diperhatikan  

1. Tangibel, yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi. 

2. Emphaty, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. 

3. Responsiveness, yaitu keinginan para aparat untuk membantu para 

pelanggan untuk memberikan pelayanan dengan tanggap. 
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4. Realibility, adalah kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, kehandalan, dan memuaskan. 

5. Assurance, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

yang dapat dipercaya yang harus dimiliki oleh aparat dimana harus 

bebas dari bahasa, resiko dan keragu-raguan. 

 

Untuk itu pemerintah melalui aparat dalam melakukan 

pelayanan publik kepada masyarakat perlu memperhatikan 5 (lima) 

dimensi di atas yang meliputi: tangibel, emphaty, responsiveness, 

realibility, assurance.  

2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Adapun penjelasan dari kerangka berpikir di atas, sebagai berikut: 

a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat 

merupakan salah satu unit kerja yang telah diusulkan sebagai 

WBK/WBBM sesuai dengan 3 (tiga) syarat yang telah ditetapkan yaitu: 

KANWIL 

KEMENKUMHAM 

NTB 

PERMENPAN-RB 

No. 10 TAHUN 2019 

 

KOMPONEN HASIL 

 Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

 Pemerintah Bersih dan Bebas 

KKN 

 

KOMPONEN PENGUNGKIT 

 Manajemen Perubahan 

 Penataan Tatalaksana 

 Penataan Manajemen SDM 

 Penguatan Akuntabilitas 

 Penguatan Pengawasan 

 Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

 

 

Efektivitas Predikat 

WBK terhadap 

Penigkatan Kualitas 

pelayanan Publik 
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 Pertama, dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam 

melakukan pelayanan publik.  

 Kedua, mengelola sumber daya yang cukup besar.  

 Ketiga, memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang 

cukup tinggi di unit tersebut.  

 

b. Untuk mengukur efektivitas predikat WBK yang telah diraih oleh 

Kemenkumham NTB yaitu dengan dilihat dari penerapan 6 (enam) area 

perubahan yang termasuk dalam komponen pengungkit.  

a. Manajemen Perubahan, yang bertujuan untuk mengubah pola pikir 

serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun menjadi 

lebih baik. 

b. Penataan Tatalaksana, yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan 

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. 

c. Penataan Sistem Manajemen SDM, yang bertujuan untuk 

meningkatkan profesional SDM. 

d. Penguatan Akuntabilitas, bertujuan untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program. 

e. Penguatan Pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. 

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik. 

 

c. Enam area perubahan diatas dapat menghasilkan sasaran pemerinah yang 

bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

termasuk dalam komponen hasil.  

d. Oleh karena itulah, untuk mengetahui efektivitas predikat Wilayah Bebas 

Korupsi terhadap Peningkatan Kualitas pelayanan Publik di Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dapat 

dilihat dari Komponen Hasil.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut John Creswell 

(dalam Raco, 2010), studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang 

hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan 

melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Teknik Kualitatif 

menurut Creswell (2008), adalah suatu pendekatan atau penulusuran untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.  

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Gambar : 5 Lokasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB 

 
Sumber: Google Maps 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang 

akurat. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelian ini adalah Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang 

beralamat Jl. Majapahit No.44, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, 
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Kota Mataram, NTB. Adapun waktu penelitiannya yaitu dimulai pada 

awal bulan Desember 2021 hingga bulan Januari 2022.   

3.3. Jenis Data dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:  

1) Data primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan hasil wawancara 

yang diperoleh oleh peneliti dari informan yang merupakan sampel dalam 

penelitian ini. Data wawancara tersebut dapat berupa rekaman atau dicatat 

oleh peneliti sendiri. 

2) Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan hasil dari 

dokumentasi dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data 

sekunder dapat berupa foto, video, serta dokumen-dokumen atau arsip 

yang diperoleh dari instansi yang menjadi data pendukung dalam 

penelitian ini.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara  

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terbuka. 

Berdasarkan strukturnya wawancara terdiri dari wawancara tertutup dan 

wawancara terbuka. Wawancara tertutup adalah dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang difokuskan pada topik 

tertentu, sedangkan wawancara terbuka adalah peneliti memberikan 

kebebasan dan mendorong subyek untuk berbicara secara luas serta isi 
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pembicaraan lebih banyak ditentukan oleh subyek (Salim dan Syahrum, 

2012). 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data 

dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data 

dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen (Hardani 2020). Ada beberapa jenis dokumen yang 

merupakan data pendukung dalm penelitian, yaitu: 

a) Dokumen pribadi, misalnya buku harian, surat-surat, foto, film, dan 

rekaman video. 

b) Dokumen resmi, misalnya laporan rapat, usulan peraturan, 

kebijakan, buletin, daftar pegawai, serta catatan penting dari 

instansi.  

3. Observasi 

Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung gejala-gejala yang diteliti. Itu secara 

sistematis direncanakan dan dicatat sesuai dengan tujuan penelitian dan 

diperiksa untuk reliabilitas dan validitas. Observasi sebelumnya telah 

dilakukan oleh peneliti saat melakukan program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), observasi lebih lanjut dilakukan saat penelitian. 

Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi 
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berperan yang dimana peneliti menggali informasi mengenai perilaku 

dan kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi yang sebenarnya. 

3.5. Informan Penelitian  

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Patton (1986) purposive sampling adalah teknik dalam 

pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini ada 

kecenderungan peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui 

informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi 

sumber data yang mantap. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Kepala Devisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Nusa Tenggara Barat 

2. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat 

3. Masyarakat pengguna layanan 

3.6.   Metode Triangulasi 

Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Trigulasi adalah metode menggabungkan sumber data yang 

berbeda untuk memverifikasi kesamaan hasil panelis. Hasilnya dapat 

mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang 

dipelajari dari perspektif dan metode yang berbeda (Given, 2008). Menurut 

Patton (2002), klaim tersebut tidak sepenuhnya benar, karena inti dari 
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triangulasi adalah untuk mengecek keabsahan data dari berbagai sumber. 

Faktanya, sumber data yang berbeda dan metode kueri yang berbeda 

memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, alasan penggunaan triangulasi 

adalah untuk mencari penjelasan yang lebih lengkap tentang fenomena 

tersebut daripada mengumpulkan data yang sejenis. Selain itu, triangulasi 

dapat digunakan untuk mengurangi potensi bias dalam satu pengukuran. 

Prosedur triangulasi dapat mewujudkan keuntungan ini karena biasanya 

digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai fakta yang 

dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan pertanyaan dan tujuan penelitian. 

Setelah hasil triangulasi membenarkan hipotesis atau usulan penelitian, 

maka tercapailah titik akhir penelitian. Pada saat yang sama, triangulasi 

berfungsi sebagai fitur pembeda ketika hasil secara tak terduga 

mengungkapkan implikasi yang berbeda di luar harapan peneliti. Situasi ini 

membantu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

dapat menghasilkan alternatif penjelasan, keluasan, dan kedalaman yang 

terkait dengan fenomena tersebut (Lewis & Ritvhie, 2003; Stake, 2010). 

Oleh karena itu, triangulasi populer untuk meningkatkan reliabilitas dan 

validitas penelitian. Namun, penggunaan beberapa metode untuk 

pengumpulan data dan triangulasi yang sedang berlangsung menunjukkan 

kelemahan utamanya karena memakan waktu dan sumber daya yang mahal 

yang harus dibayar peneliti. Hal ini membuat para peneliti terus mencari 

penjelasan lengkap tentang fenomena ini (Patton, 2002; Give, 2008). 
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Menurut Denzin 1978, (dalam Patton, 2002; Lewis & Ritchie, 2003) 

ada 4 (empat) tipe dasar triangulasi, yaitu: 

1. Triangulasi Data: merupakan penggunaan berbagai sumber data dalam 

penelitian. 

2. Triangulasi Metodologis: merupakan penggunaan metode yang berbeda 

untuk menghasilkan data dalam penelitian 

3. Teori Triangulasi: merupakan penggunaan berbagai perspektif teoritis 

untuk mendefinisikan data dalam penelitian 

4. Triangulasi Investigator: merupakan penggunaan beberapa peneliti yang 

berbeda untuk memeriksa dan mengevaluasi interpretasi data dalam 

penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data 

dan triangulasi metodologis. Penerapannya yaitu dimulai ketika peneliti 

akan mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan sumber dan 

teknik yang berbeda. Peneliti juga dapat menafsirkan berbagai fakta dan 

angka saat membangun penjelasan yang logis terhadap fenomena yang 

ditemukan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat 

dengan menggunakan dua jenis triangulasi ini.  

3.7.   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model interaktif (Interactic Model of Analysis). Menurut Miles dan 

Huberman (1994) menjelaskan bahwa dalam model ini terdapat tiga 

komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses meringkas, memilih yang paling penting, 

menerjemahkannya agar lebih mudah dipahami dan dijelaskan dalam 

tema dan pola yang berbeda. Reduksi data berlangsung selama proses 

penelitian. 

2) Penyajian Data 

Data disajikan sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang menarik 

kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk mengambil tindakan. 

Data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk teks deskriptif, grafik, 

jaringan, dan diagram.  

3) Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan pertama adalah awal dan dapat berubah jika tidak ada bukti 

yang jelas ditemukan selama fase pengumpulan data. Namun, jika 

kesimpulan di atas didukung oleh bukti yang valid selama proses 

pengumpulan data di tempat, kesimpulan yang disajikan dapat 

dipercaya. 


